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TENTANG
 

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN
 
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH
 

PROVINS! LAMPUNG TAHUN 2011
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
 

Menimbang	 bahwa untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap 
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala 
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011, perlu dibentuk 
Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara 

4.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

5.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

6.	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawarahan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 

7.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

8.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota: 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah; 

12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pe1aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedornan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah; 

14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang Serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 

15.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16.	 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah; 

17.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; 

18.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan 
dan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 
Lampung; 

20.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung; 

21.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 

22.	 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib; 

Memperhatikan 1.	 Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 10 April 
2012. 

2.	 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung tanggal 11 April 2012. 
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7.	 Laporan Panitia Khusus 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD 
Provinsi Lampung kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan 
Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 16 Maret 
2012; 

8.	 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus 
Terhadap Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Usul Inisiatif DPRD 
Provinsi Lampung, tanggal20 Maret 2012. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG 
PENYELENGGARAAN PENDIDlKAN BERBASIS AGAMA DAN 
BUDAYA. 

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budaya 
sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia 
Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

KEDUA :	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di	 Telukbetung 
pada tanggal 20 Maret 2012 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSJ LAMPUNG 

"­~
 
Jr. Hi. BANTONJ HASAN, M.Si. 

Tcmbuean: 
1.	 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2.	 Gubernur Lampung di Telukbetung; 
3.	 Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Larnpung di Telukbetung; 
4.	 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Tclukbetung. 
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MEMUTUSKAN: 

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA 
KHUSUS PEMBAHASAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN 
PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH PROVINSI 
LAMPUNG TAHUN 2011. 

:	 Membentuk Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan 
Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia 
sebagai berikut: 

Ketua : SAHZAN SYAFRI, SH, MH 

Wk. Ketua : Hi. DENDY RAMADHONA KALIGIS, ST 

Sekretaris : Hj. MEGA PUTRI TARMIZI, SE, MM 

Anggota : 1. Ir. Hi. YANDRI NAZIR, MM 

2. Hi. IMER DARIUS, SE 

3. Drs. Hi. INDRA BANGSAWAN, MM 

4. Hi. SUMADI, S.Sos, M.Si 

5. Hi. M. ARI WIBOWO, Lc 

6. Hi. NURSALIM 

7. Hi. JUPRIUS, SE 

8. ELLY WAHYUNI, SE, MM 

9. Ko!. [Purn] Hi. SUNARDI, S.Sos, MH 

10. Hi. MISRI JAYA LATIEF, SE 

11. Drs. Hi. ABDUL HARIS 

12. YUSUF WIBISONO, S.Ag 

:	 Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan 
oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung usulan Fraksi-Fraksi. 

:	 Panitia Khusus bertugas melakukan pembahasan atas Laporan 
Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Provinsi 
Lampung Tahun 2011, sejak tanggal 12 April sid 26 April 
2012. 

:	 Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung, pada tanggal 1 Mei 2012. 

:	 Panitia Khusus dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah 
melaporkan hasil pembahasannya dalam Rapat Paripurna 
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi Lampung 
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat. 
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KEENAM	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal II April 2012 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG
 

Wakil Ketua,


Ir. Hi. BANTONI HASAN. M.Si 

Tembusan: 
I. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 
2. Gubernur Lampung di Telukbetung; 
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung; 
4. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Telukbetung; 
5. lnspektur Provinsi Larnpung di Bandar Lampung; 
6. Masing-masing Anggota Panitia Khusus yang bersangkutan. 


